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ABSTRAK 
Perlindungan Hukum terhadap korban perkosaan selama proses 
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Resort Malang Kota 
dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam upayanya melakukan perlindungan 
hukum terdapat beberapa hambatan seperti tidak adanya saksi, tidak adanya bukti, 
tidak adanya laporan, kurang memadainya sarana-prasarana, serta belum adanya 
realisasi kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu, tentunya hal ini 
mengakibatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban perkosaan tidak 
bisa diberikan seluruhnya oleh penyidik Kepolisian Resort Malang Kota selama 
proses penyidikan tersebut, oleh karena itu ada beberapa upaya-upaya yang 
dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Resort Malang Kota untuk mengatasi 
hambatan tersebut antara lain dengan melakukan sosialisasi, melakukan dialog-
dialog dengan masyarakat, melakukan cek fisik, serta mengupayakan segera 
direalisasikanya kerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu. 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Perkosaan, Proses Penyidikan. 
ABSTRACT 
Legal protection against victims rape during the investigation conducted 
by investigators from the Kepolisian Resort Malang Kota performed by Act No. 
13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. In its efforts to the 
protection of law, there are several barriers such as lack of witnesses, no 
evidence, no reports, inadequate infrastructure, and lack of cooperation with the 
realization of the Integrated Services Center. Of course, this has resulted in the 
legal protection of the rights of victims rape can be given entirely by the police 
investigation Resort Malang City during the investigation proces., Therefore there 
are several efforts undertaken by investigatorst to overcome these obstacles 
include the dissemination, conduct dialogues with the communit. Such us checking 
physical, and seeking immediate realization cooperation with the Integrated 
Service Center. 
Keywords: Law Protection, Victim Rape, Investigation Process. 
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I. PENDAHULUAN 
Perkembangan sosial dewasa ini, menunjukkan banyak terjadi kejahatan 
perkosaan terutama di kalangan  masyarakat ekonomi lemah. Seperti yang terjadi 
di Cianjur, polisi menangkap lima pemuda pelaku pemerkosa siswi SMP di Desa 
Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Dua di antaranya masih berusia 15 sampai 19 
tahun. Sebelum kejadian korban diajak para pelaku untuk makan nasi liwet di 
sebuah rumah kosong. Setelah itu disuguhi minuman keras. Kemudian gadis 
malang tersebut diperkosa. Adalagi kasus pemerkosaan massal, dimana seorang 
siswi Madrasah Tsanawiyah di Tegal, Jateng diperkosa tujuh teman lelakinya. 
Awalnya, korban diajak 2 teman lelakinya berjalan-jalan. Saat bertemu 5 teman 
lelakinya yang lain, korban diberi minuman ringan yang sudah diberi obat tidur. 
Setelah itu korban diperkosa dan ditinggalkan dalam keadaan tak sadarkan diri di 
sebuah gubuk. Kasus tindak pidana perkosaan ini paling banyak menimbulkan 
kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun 
pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga 
kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya 
dilakukan tanpa kehadiran orang lain, sehingga korban juga dapat menjadi saksi 
satu-satunya dalam kasus perkosaan tersebut
1
. 
Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke 
Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang 
maksimal sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang tercantum dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan 
Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang 
tindak pidana perkosaan  (Pasal 285) yang menyatakan: 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita 
bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. 
 Soedarto menyatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan 
suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. 
                                                          
1
 Detik.com, 28 Januari 2013, 25 Kasus Perkosaan di Awal 2013, Jabar di Peringkat Pertama 
Versi IPW. 
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Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan 
bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena 
itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah 
“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”2.  
Ada beberapa kasus-kasus tindak pidana perkosaan tidak dilaporkan oleh 
korban kepada aparat penegak hukum untuk  diproses ke Pengadilan karena 
beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang 
menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah 
diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian 
tersebut kepada polisi
3
. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan 
mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan 
hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. 
Faktor korban juga berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan 
kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk 
melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya 
korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini 
membuat korban  takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka 
kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban 
akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa diri korban tersebut. Oleh 
karena itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan selama 
proses penyidikan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Pihak penyidik yang dimaksud dalam hal ini 
adalah dari Kepolisian Resort Malang Kota yang menjadi lokasi penelitian 
penulis. Tidak dipungkiri selama proses penyidikan tersebut pihak korban bisa 
saja mendapat ancaman dari pihak tersangka, baik itu dari pihak pihak tersangka 
sendiri maupun dari kerabat dan keluarga tersangka, sehingga dapat menambah 
beban baik psikis maupun fisik yang dirasakan oleh korban pemerkosaan tersebut 
selama menjalani proses penyidikan tersebut.   
                                                          
2
 Barda Nawawi Arief,  Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2002, hal 1-2. 
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 Hasil pra survey pada tanggal  21 Februari 2013. 
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Tindak pidana perkosaan adalah  salah satu bentuk kekerasan terhadap 
perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya 
terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah 
ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada 
kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, 
pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. 
Dalam pra survey yang dilakukan oleh peneliti di kantor Kepolisian Resort 
Kota Malang dengan mewawancarai Aipda Trinawangsari.SH selaku staff 
Perlindungan Perumpuan dan Anak (PPA) terdapat enam kasus kasus perkosaan 
yang terjadi di wilayah kota Malang pada tahun 2012
4
. Antara lain kasus dimana 
korban bunga (nama samaran) (30 tahun) dan tersangka sebut saja bernama 
kumbang (nama samaran) (50 tahun), dimana dalam kasus ini korban merupakan 
anak tiri dari tersangka, yang melatar belakangi pemerkosaan tersebut adalah ibu 
korban telah meninggal, dan tersangka tidak dapat menahan hawa nafsunya untuk 
melakukan persetubuhan sehingga tersangka melakukan paksaan-paksaan disertai 
dengan kekerasaan kepada korban untuk bersetubuh dengan tersangka. Lain lagi 
dengan kasus yang menimpa korban madu (nama samaran) yang berusia 25 tahun 
dan tersangkanya lebah (nama samaran) yang berusia 45 tahun, tersangka 
berprofesi sebagai supir travel dan korbannya adalah penumpang travel tersangka, 
tersangka sendiri telah lama tidak bersetubuh dengan istrinya sendiri, hal tersebut 
dikarenakan istri tersangka berada di luar kota, sehingga ketika melihat korban 
yang saat itu menjadi penumpang terakhir dari tersangka, maka tersangka pun 
akhirnya melakukan upaya-upaya kekerasan terhadap korban agar bisa bersetubuh 
dengan korban. 
II. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban perkosaan selama proses 
penyidikan di Kepolisian Resort Malang Kota? 
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik di Kepolisian Resort Malang 
Kota dalam memberikan perlindungan hukum pada korban perkosaan dan 
bagaimana upaya penanggulangannya? 
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III. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian empiris karena mengkaji 
perlindungan hukum kepada korban perkosaan di Kepolisian Resort Malang Kota, 
kendala dalam penerapannya, serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort 
Malang Kota untuk mengatasi hambatan tersebut. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian hukum yang berusaha 
mengidentifikasikan hukum dan melihat pelaksanaan hukum yang terdapat di 
masyarakat. Metode pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh 
data akurat yang dikehendaki mengenai perlindungan hukum bagi korban dalam 
tindak pidana perkosaan selama proses penyidikan dengan melihat fakta-fakta 
yang ada pada Kepolisian Resort Malang Kota. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 
melalui teknik wawancara dengan responden. Data ini meliputi pendapat 
beberapa Penyidik dari Kepolisian Resort Malang Kota yang berada di 
bagian Perlindungan Perempuan dan anak tentang perlindungan hukum 
korban perkosaan pada proses penyidikan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang tidak langsung dan yang diperoleh 
melalui studi kepustakaan.  Data ini merupakan data yang diperoleh dari 
sumber secara tidak langsung yang meliputi sumber-sumber bacaan atau 
tulisan yang berkaitan dengan Perlindungan hukum bagi korban 
perkosaan. Data ini didapat melalui studi kepustakaan yang berupa 
Perundang-undangan, buku, jurnal penelitian, makalah, modul, internet 
dan dokumentasi lainnya yang memiliki relevansi dengan judul penulisan 
ini. Data ini dikumpulkan dari beberapa literatur yang penulis anggap bisa 
mendukung penelitian yang penulis lakukan. 
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IV. PEMBAHASAN 
1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Selama Proses           
Penyidikan di Kepolisian Resort Malang Kota. 
 Perlindungan hukum bagi korban perkosaan selama proses 
penyidikan berarti menjamin hak-hak korban perkosaan selama proses 
penyidikan dilakukan. Perlindungan hukum bagi korban perkosaan di 
Kepolisian Resort Malang Kota berlandasakan pada Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 
ayat 1 dan pasal 6
5
. 
Tabel 1 
Tentang Pemenuhan Hak-Hak Korban Perkosaan Oleh Kepolisian 
Resort Malang Kota. 
NO. Hak-Hak Korban Keterangan 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, 
keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman 
yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, 
atau telah diberikannya; 
Diberikan 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan 
bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; 
Diberikan 
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; Diberikan 
d. Mendapatkan penerjemah; Diberikan 
e. Bebas dari pertanyaan menjerat; Diberikan 
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan 
kasus; 
Diberikan 
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; Diberikan 
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebebaskan; Diberikan 
i. Mendapatkan identitas baru; Tidak diberikan 
j. Mendapatkan kediaman baru; Tidak diberikan 
K. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai 
dengan kebutuhan; 
Tidak diberikan 
l. Mendapatkan nasihat hukum; Diberikan 
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai 
batas waktu perlindungan berakhir; 
Tidak diberikan 
n. Bantuan medis; Diberikan 
o. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Diberikan 
 (Sumber: Data Sekunder, diolah 2013) 
                                                          
5
 Hasil Wawancara dengan perwira penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda. May 
di Kepolisian Resort Malang Kota, pada 20 Mei 2013. 
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a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta 
bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, 
sedang, atau telah diberikannya. 
 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Aipda May selaku 
penyidik dari bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
Kepolisian Resort Malang Kota. Dalam memberikan perlindungan atas 
keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda korban perkosaan 
penyidik dari bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di 
Kepolisian Resort Malang Kota telah berupaya memberikan 
perlindungan berupa pendampingan kepada korban dan keluarga 
perkosaan agar bisa terhindar dari ancaman yang bisa datang dari 
tersangka atau kerabat tersangka selam proses penyidikan berlangsung, 
sehingga korban dapat memberikan kesaksian tanpa adanya tekanan
6
. 
b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 
dan dukungan keamanan. 
 Berdasarkan wawancara peneliti dengan Penyidik Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Malang Kota Aipda 
Trinawang.SH, Dalam memberikan perlindungan terhadap korban 
perkosaan, penyidik dari bagian Perlindungan Perempuan dan Anak 
(PPA) di Kepolisian Resort Malang Kota telah memberikan kebebasan 
kepada korban untuk menentukan sendiri bentuk perlindungan dan 
dukungan keamanan yang akan diberikan kepada korban
7
. 
c) Memberikan keterangan tanpa tekanan. 
 Berdasarkan Wawancara dengan Penyidik Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Malang Kota Aipda. 
Yunarti.SH, Dalam tahap penyidikan, korban harus memberikan 
keterangan atau kesaksian terkait dengan tindak pidana perkosaan yang 
ia alami, guna mempermudah penyidik dari PPA untuk menemukan 
dan mengumpulkan bukti-bukti serta tersangka dari tindak pidana 
                                                          
6
 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda May di 
Kepolisian Resort Malang Kota. 
7
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di Kepolisian Resort Malang Kota. 
8 
 
perkosaan itu. Oleh karena itu apabila korban merasa tidak nyaman 
berada sendirian di ruang PPA Kepolisian Resort Malang kota, maka 
korban diperbolehkan mendapat pendampingan dari pihak keluarga 
atau kerabat korban, agar selama memberikan keterangan korban tidak 
merasa tertekan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh 
penyidik PPA
8
. 
d) Mendapatkan penerjemah. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda May selaku Penyidik 
dari Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian 
Resort Malang Kota, bagi korban perkosaan di wilayah Malang Kota 
yang kurang lancar dalam berbahasa Indonesia, pihak penyidik dari 
bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan 
penerjemah yang mendampingi korban dari awal proses penyidikan
9
. 
e) Bebas dari pertanyaan menjerat 
 Berdasarkan wawancara dengan Aipda Yuniarti.SH selaku 
Penyidik dari bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
Kepolisian Resort Malang Kota, untuk mendapatkan keterangan atau 
kesaksian dari korban perkosaan, penyidik dari bagian Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Malang Kota tidak 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat dengan maksud 
agar korban tidak merasa tertekan dalam memberikan kesaksiaannya, 
sehingga penyidik dapat memperoleh informasi yang sebenar-benarnya 
mengenai tindak pidana perkosaan tersebut
10
. 
f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. 
 Berdasarkan wawancara dengan Aipda Trinawang.SH sebagai 
penyidik dari bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
Kepolisian Resort Malang Kota, penyidik dari bagian Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Malang Kota 
                                                          
8
 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda Yunarti.SH di 
Kepolisian Resort Malang Kota. 
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 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda May di 
Kepolisian Resort Malang Kota. 
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 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda Yuniarti.SH 
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senantiasa mendampingi korban perkosaan, sehingga apabila korban 
perkosaan membutuhkan informasi mengenai perkembangan kasus, 
maka penyidik PPA akan memberikannya
11
. 
g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. 
 Dari wawancara dengan Aipda Yuniarti.SH selaku Penyidik dari 
bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisiaan Resort 
Malang Kota, dalam hal informasi mengenai putusan pengadilan, 
korban dapat menanyakan hal tersebut kepada polisi dari bagian 
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Malang 
Kota
12
. 
h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 
 Berdasarkan wawancara dengan penyidik dari bagian PPA Polres 
Malang Kota Aipda May, Terkait terpidana yang dibebaskan, 
berdasarkan proses hukum yang berlaku terpidana dibebaskan atas 
persetujuan dari korban dan keluarga sehingga terpidana yang 
dibebaskan, pihak kepolisian dalam hal ini adalah penyidik dari bagian 
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Malang 
Kota  telah memberitahukan kepada korban
13
. 
i) Mendapatkan identitas baru. 
 Berdasarkan wawancara dengan penyidik dari bagian Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Malang Kota Aipda 
Trinawang. SH , Mengenai mendapatkan identitas baru, korban 
perkosaan di Malang Kota belum dapat diberikan oleh Kepolisian 
Resort Malang Kota
14
. 
j) Mendapatkan tempat kediaman baru. 
 Berdasarkan wawancara dengan penyidik dari bagian Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Malang Kota, dalam 
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hal hak korban perkosaan mendapatkan tempat kediaaman baru, 
penyidik dari Kepolisian Resort Malang Kota belum dapat 
memberikannya
15
. 
k) Memperoleh penggantian biaya sesuai kebutuhan. 
 Berdasarkan wawanacara dengan penyidik dari bagian 
Perlindungan Perempuan dan Anak Mengenai penggantian biaya 
transportasi korban perkosaan oleh penyidik dari Kepolisiaan Resort 
Malang Kota belum diberikan
16
. 
l) Mendapat nasihat hukum. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik PPA Polresta 
Malang Kota, Penyidik dari bagian Perlindungan Perempuan dan Anak 
(PPA) Kepolisian Resort Malang Kota senantiasa memberikan nasihat-
nasihat hukum kepada korban perkosaan dari awal proses penyidikan 
hingga proses penyidikan tersebut selesai
17
. 
m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 
perlindungan berakhir. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik dari bagian 
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Malang 
Kota, dalam hal memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai 
batas waktu perlindungan berakhir penyidik dari bagian Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota belum 
memberikannya
18
. 
n) Bantuan medis. 
 Berdasarkan wawancara dengan penyidik PPA Polresta Malang 
Kota, Mengenai hak korban perkosaan berupa bantuan medis, penyidik 
dari bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian 
Resort Malang Kota telah memberikannya, yaitu berupa melakukan 
                                                          
15
 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda Yuniarti.SH 
di Kepolisian Resort Malang Kota. 
16
 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda 
Trinawang.SH di Kepolisian Resort Malang Kota. 
17
 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda May di 
Kepolisian Resort Malang Kota. 
18
 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda 
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visum kepada korban, memberikan perawatan secara medis bila 
terdapat luka-luka fisik yang dialami korban karena tindak pidana 
perkosaan tersebut
19
. 
o) Bantuan rehabiltasi psiko-sosial. 
 Berdasarkan wawancara dengan penyidik dari bagian Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Malang Kota, Penyidik 
PPA Polresta Malang Kota dalam melakukan perlindungan hukum 
terhadap korban perkosaan telah menjalin kerjasama dengan Lembaga 
Sosial Masyarakat (LSM) yang berhubungan dengan penyembuhan 
mental atau psikis dari korban perkosaan, sehingga bila korban 
membutuhkan bantuan untuk memulihkan kembali kondisi 
kejiwaannya, maka penyidik PPA Polresta Malang Kota akan 
menghubungi Psikiater atau Psikolog dari LSM-LSM yang bekerja 
sama dengan Polresta Malang Kota tersebut
20
. 
 
2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik di Kepolisian Resort Malang Kota 
Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Korban Perkosaan dan 
Upaya Penanggulangannya. 
Tabel 2. 
Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Malang Kota 
No. Kendala Yang Dihadapi Upaya Penanggulangan 
1. Sarana dan Prasarana di Kepolisian 
Resort Malang yang kurang memadai 
dalam mengani korban perkosaan 
selama proses penyidikan. 
Kepolisian Resort Malang 
Kota akan berupaya 
membangun suatu ruangan 
khusus di bagian 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak dengan tujuan agar 
selama proses penyidikan 
korban dan merasa nyaman 
dalam memberikan 
keterangannya selama proses 
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 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda Yuniarti.SH 
di Kepolisian Resort Malang Kota. 
20
 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda May di 
Kepolisian Resort Malang Kota. 
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penyidikan. 
2. Tidak adanya laporan dari korban atau 
keluarga korban perkosaan. 
Kepolisian Resort Malang 
Kota terutama dari bagian 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak (PPA) melakukan 
sosialisasi langsung kepada 
masyarakat mengenai tindak 
pidana perkosaan dan 
mendatangi langsung korban 
perkosaan agar mau untuk 
melaporkan perkosaan 
tersebut, serta agar orang tua 
yang memiliki anak putri 
agar lebih mengawasi putri-
putri mereka. 
3. Umumnya tidak terdapat saksi dalam 
perkosaan tersebut. 
Penyidik dari bagian 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak (PPA) Kepolisian 
Resort Malang Kota 
berupaya mencari informasi 
kepada keluarga korban dan 
masyarakat sekitar rumah 
tinggal korban mengenai 
keseharian korban dan 
terutama mengenai perkosaan 
yang dialami korban. 
4. Tidak adanya bukti dari perkosaan 
tersebut. 
Penyidik dari bagian PPA 
Polres Malang Kota berupaya 
melakukan visum terhadap 
korban untuk menemukan 
bukti-bukti yang terdapat di 
fisik korban. 
5. Belum berjalanya program kerjasama 
dengan Pusat Pelayanan Terpadu 
(PPT). 
Berupaya untuk segera 
merealisasikan program 
kerjasama yang telah terjalin 
dengan PPT, agar dapat 
menunjang dalam 
memberikan perlindungan 
terhadap korban perkosaan. 
(Sumber: Data Sekunder, dioalah 2013) 
a) Sarana dan Prasarana di Kepolisian Resort Malang yang kurang 
memadai dalam mengani korban perkosaan selama proses penyidikan. 
 Kepolisian Resort Malang Kota terutama pada bagian 
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terkendala dengan sarana 
dan prasarana yang di miliki oleh Kepolisian Resort Malang. Dimana 
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di ruangan PPA tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan 
introgasi kepada korban perkosaan, sehingga selama proses penyidikan 
korban perkosaan berada satu ruangan dengan banyak orang, baik itu 
para penyidik PPA maupun orang-orang lain yang datang ke PPA 
dengan berbagai urusan
21
. Upaya penanggulangannya adalah dengan 
menempatkan bagian PPA di suatu ruangan yang memilik bilik atau 
ruang khusus, agar korban perkosaan dapat merasa nyaman selama 
proses penyidikan karena berada di dalam ruang khusus sehinggan 
tidak banyak orang-orang yang lihat dan proses penyidikan terhadap 
kasus perkosaan yang dilakukan oleh penyidik dari bagian PPA 
Polresta Malang Kota dapat berjalan lebih efektif lagi. 
b) Tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban perkosaan. 
 Biasanya suatu tindak pidana perkosaan tidak di laporkan kepada 
polisi untuk diusut kasusnya, hal itu disebabkan karena korban atau 
keluarga korban merasa malu, trauma yang besar, atau bahkan merasa 
takut akan ancaman dari tersangka atau keluarga tersangka bila korban 
maupun keluarga korban melaporkan perkosaan tersebut kepada pihak 
kepolisian
22
. Upaya penanggulangannya dengan penyidik PPA 
Polresta Malang Kota melakukan dialog-dialog dengan masyarakat 
untuk mencari tahu apakah ada korban perkosaan di suatu masyarakat 
tersebut. 
c) Umumnya tidak terdapat saksi dalam perkosaan tersebut. 
 Tidak jarang ditemui bahwa tindak pidana perkosaan tersebut tidak 
memiliki saksi, dengan kata lain yang mengetahui terjadinya tindak 
pidana perkosaan tersebut hanyalah korban dan pelaku itu sendiri
23
. 
Upaya penanggulangannya adalah dengan polisi dari bagian PPA 
Polresta Malang Kota berupaya mencari informasi mengenai 
keseharian dari korban dengan memanggil keluarga korban dan 
                                                          
21
 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda Yuniarti.SH 
di Kepolisian Resort Malang Kota. 
22
 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda May di 
Kepolisian Resort Malang Kota. 
23
 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda 
Trinawang.SH di Kepolisian Resort Malang Kota. 
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menyanyakan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar korban 
tinggal atau di sekitar tempat kejadian tindak pidana perkosaan 
tersebut, untuk mencari tahu dengan siapa biasanya korban keluar 
rumah, mendengar suara teriakan atau tidak dari korban saat perkosaan 
tersebut terjadi, melihat fisik pelaku seperti apa. 
d) Tidak adanya bukti dari perkosaan tersebut. 
 Umumnya korban perkosaan tidak langsung melaporkan kejadian 
perkosaan yang ia alami, sehingga dengan tidak langsung korban telah 
menghilangkan memar-memar atau luka-luka yang ia derita setelah 
perkosaan tersebut terjadi
24
. Upaya untuk menanggulanginya adalah 
dengan melakukan visum terhadap bekas-bekas luka yang dialami 
korban, serta melakukan cek kelamin terhadap korban untuk 
menemukan bukti-bukti perkosaan, antara lain seperti korban menjadi 
tidak perawan lagi, adanya bekas luka parah yang ada dalam kelamin 
korban, mengecek pakaian yang korban kenakan pada waktu 
perkosaan tersebut terjadi untuk mencari apakah terdapat sperma yang 
terdapat di pakaian yang korban kenakan pada waktu perkosaan 
terjadi. 
e) Belum berjalanya program kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu 
(PPT). 
 Selama ini Kepolisian Resort Malang kota telah menjalin 
kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), namun program-
program kegiatannya atau realisasi dari kerjasama tersebut belum 
dapat dilakukan
25
. Maka penyidik dari PPA mengupayakan dengan 
mendesak untuk segera merealisasikan kerjasama dari Pusat Pelayana 
Terpadu dan Kepolisiaan Resort Malang Kota akan sangat membantu 
polisi dari bagian PPA Polres Malang dalam mengatasi kendala-
kendala yang mereka alami dalam memberikan perlindungan hukum 
                                                          
24
 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda May di 
Kepolisian Resort Malang Kota. 
25
 Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda May di 
Kepolisian Resort Malang Kota. 
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bagi korban perkosaan, serta dapat juga membantu efektifitas proses 
penyidikan kasus perkosaan yang terjadi di wilayah Malang kota. 
V. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Upaya-upaya perlindungan hukum yang telah diberikan oleh 
penyidik dari bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
Kepolisian Resort Malang kota kepada korban perkosaan adalah: 
a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 
dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah 
diberikan. 
b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan. 
c) Memberikan keterangan tanpa tekanan. 
d) Mendapatkan penerjemah. 
e) Bebas dari pertanyaan menjerat. 
f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. 
g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. 
h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 
i) Mendapatkan nasihat hukum. 
j) Bantuan medis. 
k) Bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 
 Sedangkan upaya-upaya perlindungan hukum yang belum 
dapat dilaksanakan oleh penyidik dari bagian Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Malang Kota 
adalah: 
a) Mendapatkan identitas baru. 
b) Mendapatkan kediaman baru. 
c) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan. 
d) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 
waktu perlindungan berakhir. 
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2. Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan 
oleh penyidik di Kepolisian Resort Malang Kota dalam 
memberikan perlindungan hukum pada korban perkosaan, antara 
lain: 
a. Sarana dan Prasarana di Kepolisian Resort Malang Kota yang 
kurang memadai dalam menangani korban perkosaan selama 
proses penyidikan. 
 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini 
adalah dengan menempatkan penyidik bagian Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang di suatu ruangan 
yang memiliki bilik-bilik khusus agar korban merasa aman dan 
nyaman selama memberikan keterangan. 
b. Tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban perkosaan. 
 Upaya yang dilakukan penyidik dari bagian Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota untuk 
mengatasi hambatan ini adalah dengan melakukan dialog-dialog 
dengan warga untuk mencari korban perkosaan yang belum 
melaporkan tindak pidana perkosaan yang ia alami, kemudian bila 
menemukan korban tersebut maka penyidik berusaha meyakinkan 
korban untuk melaporkan perkosaan yang ia alami. Penyidik PPA 
Polresta Malang Kota juga melakukan sosialisasi-sosialisasi 
mengenai bahaya tindak pidana perkosaan agar para orang tua 
yang memiliki anak wanita lebih mengawasi anaknya. 
c. Umumnya tidak terdapat saksi dalam perkosaan tersebut. 
 Upaya yang dilakukan penyidik PPA Polresta Malang Kota 
adalah dengan menanyakan keluarga korban dan masyarakat yang 
berada disekitar tempat kejadian perkosaan tersebut mengenai 
keseharian dan tindak pidana perkosaan yang dialami korban 
tersebut. 
d. Tidak adanya bukti dari perkosaan tersebut. 
 Upaya yang dilakukan penyidik PPA Polresta Malang Kota 
adalah dengan melakukan cek visum terhadap bekas-bekas luka 
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yang dialami korban serta melakukan cek terhadap kelamin 
korban. 
e. Belum berjalanya program kerjasama Terpadu dengan Pusat 
Pelayanan (PPT). 
 Upaya yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota adalah 
mendesak untuk direalisasikankannya kerjasama dengan PPT, 
karena PPT akan sangat membantu Polresta Malang dalam upaya 
memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. 
B. Saran 
1. Penyidik dari bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
Kepolisian Resort Malang Kota dalam melakukan perlindungan 
hukum terhadap korban perkosaan hendaknya mengadakan 
seminar-seminar secara berkala mengenai hak-hak korban 
perkosaan agar masyarakat dapat mengetahuinya dan menjadi tidak 
takut untuk melaporkan tindak pidana perkosaan. 
2. Segara direalisasikannya hasil kerjasama dengan Pusat Pelayanan 
Terpadu agar dapat lebih optimal dalam memberikan perlindungan 
hukum kepada korban perkosaan dan dapat melakukan upaya-
upaya pencegahan tindak pidana perkosaan dengan melakukan 
sosialisasi-sosialisasi secara berkala dengan bantuan Pusat 
Pelayanan Terpadu tersebut. 
3. Kita sebagai anggota dari masyarakat seyogyanya ikut mendukung 
para korban perkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum, 
agar tidak ada korban perkosaan yang tidak mendapatkan haknya 
untuk mendapat perlindungan hukum. 
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